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PUTUSAN

Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Sei  Rampah yang memeriksa  dan mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  NIK  1218047105950001, Umur  28  tahun,  Agama  Islam,

Pendidikan  SLTP,  Pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  Tempat

tinggal  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai, selanjutnya  disebut

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  NIK 121804304900008,  umur 33  tahun, Agama Islam, Pendidikan

SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang

Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2023

telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di  Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor  1126/Pdt.G/2023/PA.Srh

pada tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  04  Mei  2011,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah pada

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Sei  Bamban  Kabupaten  Serdang

Bedagai,  sebagaimana  sesuai  dengan  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

144/05/V/2011, tertanggal 05 Desember 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah

orang  tua  Tergugat  dan  terakhir  tinggal  bersama  dirumah yang  sama  yang

beralamat di alamat Tergugat diatas;
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan

layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 anak:

1. Nama : 

Tempat,Tgl.Lahir : Kb. Kelapa, 22 November 2012

Umur : 11 Tahun

Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas V

2. Nama : 

Tempat,Tgl.Lahir : Tanjung Beringin, 12 Maret 2018

Umur : 5 Tahun

Pendidikan : TK

4. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh

oleh Tergugat;

5. Bahwa sejak akhir  bulan September tahun 2013, keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat  mulai tidak harmonis disebabkan karena:

1. Tergugat bermain judi;

2. Tergugat  tidak  menjadi  imam  yang  baik,  tidak  mengajarkan  atau

mengarahkan Penggugat ke jalan yang lebik baik;

6. Bahwa  puncaknya  awal  bulan  Juni  tahun  2023,  Penggugat  mengajak

Tergugat untuk sholat dan mengaji namun Tergugat tidak bersedia dan marah

kepada Penggugat lalu membanting Penggugat ke tempat tidur;

7. Bahwa saat  ini  Penggugat  dan Tergugat  pisah rumah sehingga hak dan

kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berupaya  untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap

pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada I'tikad baik dari Tergugat untuk

mempertahankan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil  di  atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua  Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  kiranya  berkenan  menerima  dan

memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  Talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono). 

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

dan Tergugat hadir ke persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi

dengan mediator Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP;

Bahwa  berdasarkan  laporan  mediator  tanggal  20  Desember  2023,

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa  selanjutnya dimulai  pemeriksaan dengan membacakan surat

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap

dipertahankan Penggugat; 

Jawaban Tergugat

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  telah  mengajukan

jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik

secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Duplik Tergugat
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Bahwa  terhadap  replik  Penggugat,  Tergugat  telah  mengajukan  duplik

secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang

Pembuktian Penggugat

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  144/05/V/2011

tertanggal  05 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Sei Bamban

Kabupaten  Serdang  Bedagai  Provinsi  Sumatera  Utara,  yang  telah

dinazegelen  dan  telah  dicocokan  dengan  aslinya  dan  ternyata  cocok

dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi  I,  menyatakan  bersedia  menjadi  saksi  dan  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa

Sei Rampah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun

lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun

karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa  penyebab  pertengkarannya  karena  Tergugat  bermain  judi,

Tergugat mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni

2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat

dengan Tergugat;
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- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

didamaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi  II,  menyatakan  bersedia  menjadi  saksi  dan  di  bawah sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa

Sei Rampah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun

lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun

karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa  penyebab  pertengkarannya  karena  Tergugat  mabuk  dan

Tergugat tidak memberikan nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni

2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat

dengan Tergugat;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

didamaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat;

Pembuktian Tergugat

Bahwa  Tergugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah  mengajukan

bukti sebagai berikut:

A. Bukti Elektronik
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Bukti  elektronik berupa 1 (satu) buah Compact Disc (CD). Bukti  tersebut

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti T;

B. Bukti Saksi

1. Sugiono bin Suparman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa

Sei Rampah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun

lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun

karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Penggugat  posting foto

dengan laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni

2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat

dengan Tergugat;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

didamaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat;

2. Jumain  bin  Saring,  menyatakan  bersedia  menjadi  saksi  dan  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa

Sei Rampah;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun

lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun

karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan

yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat

dengan Tergugat;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

didamaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menyampaikan  kesimpulan

secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah

mengenai  cerai  gugat  antara  orang  Islam  yang  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama  dan Penjelasannya dalam huruf  a  angka 9,  maka

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima,

memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
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Menimbang,  bahwa  penentuan  kompetensi  relatif  terhadap  perkara

cerai  gugat  berlaku  ketentuan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009 jo.  Pasal  132  Kompilasi  Hukum  Islam.

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman

di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, maka Pengadilan Agama Sei Rampah

secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a

quo;

Pertimbangan kehadiran para pihak

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang,  bahwa  dalam  setiap  persidangan  Majelis  Hakim  telah

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina

rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan Pasal

154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal 39

Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan

sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  telah

terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh

Majelis  Hakim  di  persidangan,  Penggugat  dan  Tergugat  juga  telah

diperintahkan  untuk  menempuh  proses  mediasi  dengan  Mediator  Ega

Wulandari,  S.H.,  CPM.,  CDBP, dan  berdasarkan  laporan  mediator  bahwa

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dan  meneliti  surat  gugatan

Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat
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pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada

duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa

secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19

huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai pertengkaran

dan perselisihan,  Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil  gugatan

Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  membantah  dalil-dalil

Penggugat,  maka  masing-masing  pihak  harus  membuktikan  dalilnya,

sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  untuk  mengukuhkan  dalil-dalil  gugatannnya

Penggugat telah mengajukan alat  bukti  berupa bukti  surat P dan dua orang

saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  adalah  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat

formil bukti surat. Bukti tersebut merupakan akta autentik, tidak dibantah oleh

Tergugat dan isinya relevan dengan dalil  Penggugat sehingga bukti  tersebut

telah  memenuhi  syarat  materiil,  oleh  karena  itu  bukti  tersebut  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa  dua orang saksi yang dihadirkan  Penggugat telah

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi  saksi

serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta

yang  dilihat  sendiri  atau  didengar  sendiri  atau  dialami  sendiri  serta  relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
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Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat

telah mengajukan alat bukti berupa bukti elektronik dan dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  mengajukan  bukti  elektronik  berupa  1

(satu) buah flasdisk (dokumen elektronik) yang berisi foto dan video (informasi

elektronik). Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat

yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis sehingga telah

memenuhi syarat formil bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat

(4)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi

Elektronik,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19

Tahun 2016, selanjutnya disebut UU ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal

16  UU  ITE,  yang  pada  intinya  mengatur  bahwa  informasi  dan  dokumen

elektronik  harus  dapat  dijamin  ketersediaannya,  keutuhannya,  dan

keotentikannya.  Oleh  karenanya,  untuk  menjamin  terpenuhinya  persyaratan

yang  dimaksud,  Majelis  Hakim  menganggap  perlu  adanya  proses  digital

forensic terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa foto dan video merupakan bagian

informasi  elektronik  yang  kemudian  menjadi  alat  bukti  elektronik  (digital

evidence)  yang  secara  keabsahannya  harus  dilakukan  verifikasi

ketersediaannya, keutuhannya, dan keotentikannya dengan melakukan digital

forensic oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat

bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap foto

dan  video  (bukti  T)  tersebut  ternyata  tidak  dilakukan  verifikasi  orisinalitas

dengan digital forensic terlebih dahulu, sehingga Majelis berpendapat alat bukti

elektronik  (digital  evidence)  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  materil
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sebagaimana dimaksud Pasal  6,  Pasal  15 dan Pasal  16  UU ITE,  sehingga

harus dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi yang  dihadirkan  Tergugat telah

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi  saksi

serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat adalah fakta

yang  dilihat  sendiri  atau  didengar  sendiri  atau  dialami  sendiri  serta  relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi-saksi  Tergugat  bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  jawab-jinawab  di  atas  dan

pembuktian di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  sah yang menikah

pada tanggal 4 Mei 2011; 

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat sejak tahun 2020;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak

bulan Juni 2023 yang lalu hingga sekarang; 

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  terjalin  komunikasi  yang  baik  dan  tidak  pernah  saling

mengunjungi lagi; 

5. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  menasihati  Penggugat  agar

rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum 

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
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Pertimbangan  Petitum  Angka  1  tentang  Mengabulkan  Gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan

dijawab setelah  mempertimbangkan  seluruh petitum Penggugat,  karenanya

jawaban  terhadap petitum ini  akan  dicantumkan  dalam konklusi  dan  diktum

putusan;

Pertimbangan  Petitum  Angka  2  tentang  Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in

Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami

istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam

Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian

adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal

tersebut  di  atas,  maka  terdapat  3  (tiga)  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk

terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan untuk kembali rukun; dan

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perceraian  itu  akan  mengakhiri

lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal

menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut

pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan

jika perkawinan sudah pecah (broken mariage) dengan indikator yang secara

nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam
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Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  3  Tahun  2018  tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum pertama,  kedua   dan  

ketiga,  yaitu  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  serta  telah  berpisah  tempat  tinggal  hingga

sekarang,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga

bahagia  dan harmonis,  sekaligus sebagai  salah satu  tanda keutuhan suami

isteri.  Oleh  sebab  itu  fakta  hukum  adanya  pisah  tempat  tinggal  antara

Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar

dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala

aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain

itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu

yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti

perselisihan  dan  pertengkaran.  Maka  oleh  sebab  itu,  unsur  “adanya

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus”  dipandang  telah

terpenuhi;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta hukum ke  empat   dan    kelima  ,

yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi,

bahkan  Penggugat  sudah  dinasihati  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,

namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang

tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat

dan Tergugat  sudah tidak  saling  mencintai  dan tidak  saling  memperdulikan,

sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk

ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu,

Majelis  Hakim  menilai  unsur  “perselisihan  dan  pertengkaran  menyebabkan

suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam

perkara a quo;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan

dengan menasihati  Penggugat  agar  rukun kembali  dengan Tergugat,  sesuai

ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  namun  tidak  berhasil,

sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak

berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis

Hakim menilai  bahwa rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pecah

(broken mariage);

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  abstraksi  hukum  Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah

terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan

tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami

istri yang harmonis dan bahagia, maka  dengan fakta tersebut telah terpenuhi

alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan

selanjutnya  Majelis  Hakim mengambil  alih  isi  yurisprudensi  tersebut  di  atas

sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

dalil  gugatan  Penggugat  tentang  ketidakharmonisan  rumah tangganya  patut

dinyatakan terbukti;

Menimbang,  bahwa  rumah  tangga  yang  sudah  pecah  adalah

gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi

ketenangan,  ketenteraman  dan  kedamaian,  sehingga  harapan  untuk

membentuk keluarga yang kekal,  bahagia,  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah

sebagaimana  disebutkan  dalam  firman  Allah  SWT.  surat  al-Ruum  ayat  21

sebagai berikut:

ورََحْمَةً              مّودَةًّ بيَنْكَمُ وجََعلََ إليَهْاَ إ لتّسَْكنُوُا أزَْواَجًا كمُْ أنَفُسإ مّنْ لكَمُ خَلقََ أنَْ إهإ آياَت إنّ ۚومَإنْ إ

ذَ  يتَفَكَرُّونَ   ٰفإي ٍ لَياَتٍلقَّومْ إكَ ل
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Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia

menciptakan  pasangan-pasangan  untukmu  dari  jenismu

sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

sayang.  Sungguh,  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum  yang

berpikir.”

dan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974   tentang  Perkawinan

sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  tetap  berlangsung  seperti  ini  tidak  akan  memberi  harapan

kebaikan (mashlahah),  justru  sebaliknya dapat  menimbulkan  dlarar  (bahaya)

mudharat dan  mafsadat yang  berpotensi  ditimbulkan  akibat  pertengkaran

antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan

akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh

sebab itu,  jika  keadaan seperti  itu  terjadi,  maka menghindari  kemudharatan

(mafsadat)  harus  lebih  diutamakan  dari  pada  mengharapkan  kebaikan

(mashlahah). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

إحإ      المَْصَال جَلبْإ علَىَ مُقَدمٌّ دإ المَْفاَسإ درَْءُ

Artinya : “Menolak  kerusakan  harus  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada

cukup  alasan  bahwa antara  suami  istri  itu  tidak  akan  dapat  rukun  sebagai

suami  istri.” Merujuk pada  pertimbangan-pertimbangan  sebelumnya,  selain

dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan

hukum,  ternyata  Majelis  Hakim  juga  telah  menemukan  cukup  alasan  untuk

menceraikan Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang,  bahwa oleh  karena talak  yang  akan dijatuhkan  dalam

perkara  a  quo  adalah  talak  yang dijatuhkan oleh  Pengadilan  Agama,  maka

sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara  a quo

akan diputus dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu  ba'in shughra di atas

sebagaimana  ketentuan  Pasal  119  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam adalah

talak  yang  tidak  boleh  dirujuk  tapi  boleh  akad  nikah  baru  dengan  bekas

suaminya meskipun dalam masa iddah;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah

diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, yang selanjutnya

akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  8  Januari  2024  Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh  Sarifuddin, S.H.I., M.H.
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sebagai  Ketua Majelis,  Fauzan Arrasyid,  S.H.I.,  M.A. dan  Ghifar  Afghany,

S.Sy.,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Rabu  tanggal  10

Januari  2024  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  28  Jumadil  Akhir  1445

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

dan  dibantu  oleh  Miharza,  S.H.,  M.H. sebagai  Panitera  serta  dihadiri  oleh

Penggugat dan Tergugat; 

Ketua Majelis

dto

Sarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.      

Panitera

dto

Miharza, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara: 

1. PNBP

a. Pendaftaran Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama Penggugat Rp. 10.000,00

c. Panggilan Pertama Tergugat Rp. 10.000,00

d. Redaksi Rp. 10.000,00 

e. Pemberitahuan isi putusan Rp.   -

2. Biaya proses Rp. 60.000,00

3. Panggilan Rp.   325.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan Rp.   -
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5. Biaya Meterai                                                        Rp.   10.000  ,  00  

J u m l a h Rp.   455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
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